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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka
2.1.1 
Pajak
2.1.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994), seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia yaitu: 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”
(2007; 2)
Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”

(2005; 5)

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. 
2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :
Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan  menyebutkan bahwa:
“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) .”

(2003:1)

Sedangkan menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa :

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).”

(2003:2)

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi budgetair atau Fungsi Penerimaan
Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa :

“Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.” 
(2003:1)

Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”

(2003:2)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. Penjelasan kutipan diatas adalah sebgaia berikut:
1. Fungsi regulerend atau Fungsi Mengatur
Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan system pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi budgetair, yaitu fungsi regulerend atau fungsi mengatur.
Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa :

“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:1)

Begitu juga fungsi  regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:8)

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional menjalankan pemerintahan yang maksimal, pemerintah membutuhkan dana yang sangat  besar salah satunya berasal dari sektor pajak.
2.1.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Polciy, Tax Law, dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipsahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. 
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan, sistem perpajkan terdiri dari:

1) Official Assesment System
2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System

 (2006;25)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1.
 Officiasl Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2.
Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemngutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3.
Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.    

4.
With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakn secara efektif sejak 1984.
2.1.1.4 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan disuatu negara dapat dikatakan berhasil apabila program reformasi menghasil perubahan yang mendasar pada sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, elemen yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan.  

Menurut Chaizi Nasucha dalam bukunya Reformasi Administrasi Publik Teori dan Prakti manyetakan bahwa:

“Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal.”

(2004;86)

Sedangkan menurut Liberty Pandiangan dalam bukunya Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan menyatakan bahwa:

“Reformasi perpjakan, yang meliputi: (1) Formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umunya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran.” 
(2008;74)

Menurut Malcom Gills yang dikutip oleh Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa:
“Menggunakan taksonomi untuk mengkasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbedadari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yaitu:
1) Breadth of reform
2) Scope of reform
3) Revenue goals
4) Equity goals
5) Resource allocation goals
6) Timing of reform.
(2006;30)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Breadth of reform; reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of tax structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax system (berfokus pada structural and administrative reform).

2. Scope of reform; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara comprehensive jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara partial jika hanya meliputi sata atau dua komponen penting dari sistem pepajakan.   

3. Revenue goals; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam persentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan dengan revenue netural reform, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).   

4. Equity goals; reformasi perpajakan untuk menegakan keadilan disebut redistributive jika menegakan keadilan secara vertical, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut distribution ally neutral reform.

5. Resource allocation goals; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut economically neutral, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut interventionist reforms.

6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan pepajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut successive reform.”
2.1.2 
e-System Perpajakan

2.1.2.1 Definisi e-System 

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan on line, e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

Menurut Liberty Pandiangan dalam bukunya Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan menyatakan bahwa: 

“e-System merupakan suatu system yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui tekhnologi internet.”
(2008;35)
Bentuk layanan e-System pada adminstrasi perpajakan di Indonesia adalah:

1. e-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on line dengan Direktorat Jendral Pajak.

2. e-Filling; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on line dan real time. 

3. e-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan  secara on line. 
4. e-Counseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk  konsultasi secara on line.
5. e-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
2.1.3 e-SPT PPN
2.1.3.1 Definisi SPT
Dalam melaksanakan administrasi perpajakannya seorang wajib pajak memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak untuk dapat menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. Adapun definisi SPT yaitu:
Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:
“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2007; 22)
2.1.3.2 Definisi e-SPT
Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Sebagai penjelasan e-SPT didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Liberty Pandiangan dalam bukunya yang berjudul  Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan menyatakan bahwa:

“e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.” 
(2008;35)
Keunggulan e-SPT yang dijabarkan oleh pemerintah pada situs http://www.pajak.go.id adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.

2. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang pre-numbered dengan menggunakan sistem komputer.

4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk

5. Wajib Pajak secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.

6. Tidak diperlukan proses perekaman SPT berserta lampiranya di KPP karena wajib pajak telah menyampaikan datanya secara elekronik.
2.1.3.3 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No tahun 1983. Tentang Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000.  
Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.”

(2007; 2)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memeperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
2.1.3.4
Definisi e-SPT PPN

Saat ini sistem pengisian SPT PPN telah mengalami perkembangan.  SPT PPN saat ini dapat dilakukan secara elektaronik dan on line. Adapun definisi e-SPT PPN ialah
Menurut keterangan dari Direktorat Jendral Pajak pada User Manual e-SPT PPN 1107 menyatakan bahwa: 
“ e-SPT PPN adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2.1.3.5 Fasilitas e-SPT PPN:
Dalam menerapkan sistem e-SPT PPN pemeritah memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi para penggunananya adapun fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

Fasilitas e-SPT PPN menurut Liberty Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan yaitu:
1. Perekaman data SPT berserta lampirannya 
2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya 
3. User profiles
4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi 
5. Impor data lampiran
6. Generate data digital SPT 
7. Cetak SPT.
(2008;37)
Penjelasan tentang fasilitas e-SPT PPN berdasarkan kutipan diatas dalah sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan- perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pemebetulan;

3. User profiles, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;

4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, yang memilki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran, yang memilki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dhasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasilekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya

6. Generate data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara on line melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan

7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN atau SPT induk PPnBM.
2.1.4  Kualitas Pelayanan Pajak

2.1.4.1 Definisi Kualitas
Segala seuatu yang bernilai akan dinilai berdasarkan kualitasnya. Sesuatu yang berkualitas akan memberikan suatu kepuasan kepada para pemilik, atau pengguna sesuatu tersebut. 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dan Praktis” pengertian kualitas yaitu:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”.
(2007;35)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan sesuatu kepuasan yang didapat sesuai atau lebih dari yang diharapkan.
2.1.4.2 Definisi Layanan:

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dan Praktis” pengertian layanan yaitu:

“Layanan merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat didefinisikan tidak  berwujud,  yang merupakan objek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan pada pelanggan”.
(2007;36)
Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1.
Intangibility: layanan tidak dapat dilihat, dikecap dan dirasakan.

2.
Inseperability: layanan diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dan tidak dapat dipisahkan dari penyedianya.

3. 
Variability: layanan bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakan layanan disamping waktu, tempat, dan bagaimana mereka menyediakan.

4. 
Perishability: tidak dapat disimpan, untuk dijual, atau dipakai kemudian.
2.1.4.3 Definisi Kualitas Layanan
Kualitas layanan akan menentukan tingkat kepuasan seseorang terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pemberi layanan. Pada Kantor Pelayanan Pajak sistem pelayanan memiliki pengaruh yang besar

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dan Praktis” pengertian kualitas layanan yaitu:

“Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian tingkat keungulan untuk memenuhi keinginan pelanggan”.
(2007;38)

Dari pengertian dmiatas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dapat dirasakan oleh pelanggan apabila keunggulan-keunggulan yang diharapkan oleh pelanggan dapat dirasakan.
2.1.4.4 Fasilitas Pelayanan Pajak

Fasilitas pelayanan pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk memudahakan para wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.

Adapun fasilitas pelayanan pajak menurut Lebrty Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan terdiri dari:
1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. Media Informasi Pajak
a) Pojok Pajak

b) Website

3. Helf Desk
4. Complaint Center

 (2008;27)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk meningkatkan pelayanan Kepada Wajib Pajak dibentuk suatu tempat pelayanan terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak, sehingga tidak ke masing-masing seksi. Tempat ini disebut sebagai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), yakni tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di KPP dengan mengunakan sistem komputer. Adanya TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Melayani penerimaan surat atau laporan pada jam istirahat. Petugas TPT ditunjuk oleh Kepala Kantor dengan memperlihatkan kecakapan petugas dan beban kerja yang ada. Setiap Petugas TPT diberi log in dan password tersendiri. Dan password hanya digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan.

2. Media Informasi Pajak
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sangat memerlukan informasi atas peraturan perpajakan. Demikian juga mengenai ketentuan praktis terkait persyaratan, formulir, dan lainnya. Guna melayani kebutuhanWajib Pajak untuk hal tersebut, KPP (atau tempat lainnya yang strategis) disediakan sarana atau medianya, yakni ”Media Informasi Pajak” dengan bentuk touch screen. Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis di Media Informasi Pajak.

Proses operasional Media Informasi Pajak cenderung sama dengan penggunaan website di internet. Yang membedakan, tidak perlu melalui situs atau alamat lainnya di internet. Melalui panduan yang telah ada di halaman depan, maka masyarakat atau Wajib Pajak akan dengan mudah mengakses informasi apa yang dibutuhkan.
· Website

Dalam rangka mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, telah di buat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. Demikian juga oleh Kantor Wilayah maupun KPP telah banyak yang membuat website masing-masing, terutama dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang dikelola.

· Pojok Pajak
Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis atau tempat-tempar tertentu lainnya. Walaupun kini masih terbatas jumlahnya, ke depan pojok pajak dibentuk minimal 1 (satu) unit untuk setiap Kantor Wilayah DJP. Selain itu, pojok pajak juga dihadirkan di setiap ada kesempatan published, pameran, di arena apapun, yang didukung oleh Direktorat P2 Humas DJP. Ruangan untuk pojok pajak umumnya berupa stand. Ada kalimat khas di setiap ”Pojok Pajak” yaitu ”Pajak dimulai dari saya”

Pelayanan yang diberikan Pojok pajak meliputi:

a) Penyediaan materi dan sarana penyuluhan;

b) Konsultasi perpajakan;

c) Penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan;

d) Pengaduan masyarakat tentang masalah perpajakan.
3. Helf Desk

Kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami oleh masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah. Selain informasi sangat minim dan tidak mudah memperoleh dan dimiliki lebih-lebih informasi yang terkait dengan urusan atau keperluan (perpajakan) yang harus diselesaikan. Untuk menghilangkan kebingungan dan kesulitan ini, serta agar mudah diperoleh segala informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan maka di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah disediakan help desk yang lokasinya di lobby gedung KPP atau TPT.

Petugas yang ditempatkan di help desk adalah pegawai yang dianggap cakap dan berpengetahuan tentang perpajakan, dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Petugas di help desk harus melayani masyarakat sesuai dengan hari dan jam kerja kantor. Secara khusus, fasilitas help desk dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut:

a. Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini;

b. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk di akses;

c. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan

mengenai pajak;
4. Complaint Center

”Complaint Center” yang tersedia di Kantor Pusat DJP dan Kantor Wilayah (KPP Madya), berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. Ini merupakan bentuk keterbukaan DJP untuk perbaikan pelaksanaan tugas, terutama pelayanan terhadap Wajib Pajak. Permasalahan yang disampaikan meliputi keluhan segala jenis pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Namun, tidak dimaksudkan untuk melayani keluhan mengenai penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai yang melakukan pelanggran ditangani secara khusus pada unit tersendiri. Media penyampaian pengaduan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui beberapa media antara lain, e-mail, kantor pos, telepon bebas biaya, faksimili, atau langsung datang. Setiap keluhan ang diterima oleh complain center akan dikordinasiakan dengan unit terkait dan akan ditindak lanjuti serta diberikan tanggapan sesegera mungkin.

2.1.5 Pengaruh Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Kualitas Pelayanan Prima


Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa e-SPT PPN yang merupakan salah satu jenis e-SPT, sebagai wujud modernisasi administrasi perpajakan yang menggunakan kecanggihan teknologi memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada para wajib pajak khususnya wajib pajak yang berkewajiban  untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini sesuai dengan pernyataan Tim Penulis Tax Center UNPAD pada (http://www.DannyDarussalam.com) yang diakses pada tanggal 30 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“Pelayanan Pajak Prima KPP modern adalah pelayanan yang fasilitasnya menyediaakan sarana, prasarana, dan pendukung lainnya yang lebih modern meliputi pertama, Help Desk dengan teknologi knowledge base pada Tempat Pelayanan Terpadu atau dikenal TPT (service counter), kedua, pelayanan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan e-system antara lain e-payment (pembayaran pajak secara on line), e-registrasion (pendaftaran wajib pajak melalui internet), e-filling (pelaporan pajak melalui internet), e-spt (pengisian SPT dengan program yang telah disediakan DJP), dan e-counseling (konsultasi secara on line). ketiga, Built in control system: pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pengawasan internal termasuk pengawasan data. Keempat, petugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi. Kelima, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, Komisi Ombudsman Nasional, Tim Khusus Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan 2 Subdirektorat Kantor Pusat DJP yang menangani Pengawasan Internal. Keenam, Sistem remunerasi yang lebih baik dengan adanya TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahan). Ketujuh, Layar sentuh Informasi Perpajakan (Touch Screen). Kedelapan, Sistem antrian dan LCD Proyektor berikut electric screen layaknya di Bank. Kesembilan, tersedianya ruang konseling/closing conference serta brosur, leaflet, dan majalah perpajakan. Kesepuluh, tersedianya Bank/Tempat Pembayaran Pajak (bekerjasama dengan PEMDA setempat/Kantor Pos).”


Dari uraian diatas daapt disimpulkan bahwa e-SPT PPN yang merupakan salah satu jenis e-SPT diterapkan sebagi wujud modernisasi administrasi perpajakan pada  fasilitas pelayanan pajak guna meingkatkan kualitas pelayanan pajak.
2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam upaya memeprbaiki administrasi perpajak dinegeri ini, Direktorat jenderal pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan, salah satunya adalah mengubah sistem administrasi perpajakn yang awalnya menggunakan cara yang manual tetapi kini telah mengalami perubahan yang disebut dengan sistem administrasi perpajakan modern. 
Sistem administrasi perpajakan modern ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak ynag diberikan kepada para wajib pajak. Sistem administrasi perpjakan modern yang di buat oleh Direktor Jendral Pajak dapat dilihat wujudnya dengan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan pajak yang baru dan lebih modern. 

Berbagai fasiltas pelayanan modern yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat digunanakan wajib pajak agar lebih mudah dalam melakukan administrasi perpjakan yaitu: pembuatn NPWP, pengisian SPT, pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT. 

Dalam pengisian Surat Pemeberitahuan (SPT) pemerintah memberikan fasilitas layanan yang modern yang disebut e-SPT. e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari e-SPT PPh dan e-SPT PPN. Jika dibandingkan dengan e-SPT PPh, eSPT PPN lebih banyak memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakasakan administrasi perpjakannya. Menurut keterangan dari Direktor Jendral Pajak yang diakses melalui (http://www.pajak.go.id) pada tanggal 20 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“ e-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT berserta lampirannya, memelihara data SPT berserta lampirannya, generate dan SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.”
Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa e-SPT PPN merupakan wujud modernisasi adminisrasi perpajakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengisi dan melaporakan SPT PPNnya. 
Berdasarkan definisi e-SPT PPN yang telah disebutkan sebelumnya maka penulis menentukan indikator e-SPT PPN sebagai variable X sebagai berikut:
1. Perekaman data SPT dan lampirannya, sistem e-SPT PPN menyediakanfasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk

2.  Perekaman data SPT pembetulan berserta lampiran, sistem e-SPT PPN memiliki kemampuan untuk melakukan perekaman data SPT pembetulan.

3.  User Profile, sistem e-SPT PPN memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguana sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, sistem e-SPT PPN memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya

5. Impor data lampiran, sistem e-SPT PPN memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu , yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan wajib pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT PPN lainya.

6. Generate  data digital SPT, e-SPT PPN memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara on line melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP
7. Cetak SPT, sistem e-SPT PPN memiliki kemampuan untuk melakukanpencetakan SPT induk baik SPT INduk PPN ataupun SPT Induk BM
e-SPT PPN yang digunakan oleh para wajib pajak berfungis sebagai alat pengisian SPT PPN agar proses pengisian SPT lebih cepat dan tepat. Selain memprmudah para wajib pajak untuk mengisi SPT PPNnya e-SPT PPN juga dapat digunakan untuk melaporkan SPT PPNnya. Apabila para wajib pajak yang berkawajiban melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) menggunakan e-SPT PPN dalam melaporkan PPNnya maka sistem pelaporan akan terasa lebih cepat dan mudah. 
Sebagai wujud modernisasi sistem adminstrasi perpajakan, e-SPT PPN juga dijadikan sebagai alat peningkat kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Yamit dalam bukunya Kualitas Produk dan Jasa mengemukakan bahwa:
”Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melibihi harapan pelanggan” 
(2002:44)
Sedangkan Keputusan Menteri Negara (Men-Pan) No.81 tahun 1993 
menyatakan bahwa:
”Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas Pelayanan adalah merupakan ukuran seberapa baik tingkat jasa, manusia, proses dari kegiatan ekonomi yang bentuknya berupa jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun instansi untuk terciptanya suatu kepuasan bagi pemenuhan kebutuhan konsumen (wajib pajak) agar tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stockholder perpajakan, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai “Pelayanan Prima Perpajakan”. 


Menurut Sekretaris Direktorat Jendral (Sekdikjen) Pajak I pada (http://www.laporpajak.com ) diakses pada 30 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak, penerapan siste tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi peleyana n kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan tekhnologi informasi, dan kode etik pegawai.”


Berdasarkan kutipan diatas penulis dapat menetukan indicator kualitas pelayanan pajak  (variable Y) sebagai berikut:

1. Kualitas aparat pajak, dalam meningkatkan kualitas pelayana pajak kualitas aparat memilki perana yang penting khususnya bagi para aparat yang berbasi kompentensi.

2. Pelayanan secara komputerisasi, kualitas pelyanan pajak yang baik telah mengalami reformasi administrasi perpjakan dapat ditentukan pula dengan sistem pelayanan secara komputerisasi.

3. Bentuk formulir, pelayanan yang berkualitas dapat dinilai dari bentuk formulir pajak yang memudahakan para wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya.

4. Waktu pelayanan, kualitas pelayana yang baik telah memberikan waktu pelayana yang efektif kepaad para wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya.

5. Kapasitas pelayanan, pelayana pajak akan semakin berkualitas apabila dalam setiap pelayana para aparat dapat melayanai lebih dari satu wajib pajak namun tetap memberikan pelayana yang efektif.
 
Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, e-SPT PPN merupakan salah satu fasilitas pelayana yang memanfaatkan tekhnologi informasi yang diberikan oleh Direktorat Jnederal Pajak yang memiliki peranan dalam meingkatkan kualitas pelayanan pajak agar administrasi perpjakan khususnya pada administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Berdasrakan uraian diatas, penulis menungakan kerangka pemimikiranya dalam bentuk sekma kerangka pemikiran sebagai berikut:


[image: image1]
Gambar 1.1
 Skema Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penyediaan e-SPT PPN terhadap  peningkatan kualitas pelayanan pajak”.
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